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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam aksi protes RUU
ekstradisi Hong Kong. Undang-undang ekstradisi dibuat untuk mengantisipasi dan mengadili
tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang ingin melarikan diri ke negara lain.
pemerintah Hong Kong memutuskan untuk mengamandemen undang-undang ekstradisi dan
mengatur perjanjian ckstradisi di tiga wilayah China yaitu Taiwan, Macau dan China Daratan.
Aksi protes menolak RUU ekstradisi tidak capat dihindari di tengah-tengah masyarakat.
Demonstrasi ini juga menarik perhatian internasional, khususnya Amerika Serizat dimana pada
saat vang sama sedang menghadapi perang dagang dengan China. Penelitian ini ~engarah pada
gambaran tentang kepentingan AS ikut campur dalam protes RUU ekstradisi di Hong Kong
dengan menggunakan teori Kepentingan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif desktriptif. yang menceritakan kondisi yang terjadi sccara runtun. Penulis memperolch
data melalui data sekunder yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa AS dan Hong Kong memiliki kerja sama ekonomi
vang sindah berjalan cukup lama, hahkan Hong Kong mendapat perlakuan khusus oleh AS. Untuk

mendukung demokrasi dan penegakan HAM di Hong Kong, AS memberikan dukungan terhadap
demonstran untuk mempertahankan status otonomi khusus Hong Kong dibawah prinsip ‘satu
negara,dua sistem’. AS juga melakukan tinjauan kembali terkait Undang-Undang kebijakan AS-
Hong Kong tahun 1992 yang mengatur hubungan bilateral keduanya. Adapun tindakan intervensi
yang dilakukan Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingannya dalam menyejahterakan
negara maupun mempertahankan hegemoninya di dunia internasional. Kepentihgan-kepentingan
yang mendasari campur tangan Amerika Serikat dalam demonstrasi di Hong Kong, meliputi
kepentingan Ekonomi, ideologi, keamanan dan kepentingan tatanan dunia dijelaskan berdasarkan
teori kepentingan nasional.

Kata Kunci: RUU ekstradisi; Demokrasi; Satu Negara, Dua Sistem; Kepentingan Nasional
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ABSTRACT

This reasearch aims to explain the involvement of United States in protest of Hong Kong
extradition bill. Extradition laws are made to anticipate and prosecute crimes commited by
criminals who wish to flee to others countries. The Hong Kong government decided to amend the
extradition law and set up extradition treaties in the three Chinese territories, namely Taiwan,
Macau and Mainland China. Protests against the extradition bill could not be avoided in the midst
of society. Even after the bill was suspended, demonstrations continued with different demands.
This demonstration also attracted international attention, especially the United States which at
the same time was facing a trade war with China. This research leads to an overview of the US
interest in meddling in the extradition bill protest in Hong Kong using the National Interest theory.
The research method used is descriptive qualitative, which tells the conditions that occur in
sequence. The author obtains data through secondary data obtained from pre-existing data. The
results obtained from this study, it can be seen that the US and Hong Kong have economic
cooperation that has been running for quite a long time, even Hong Kong gets special treatment
by the US. In support of democracy and the enforcement of human rights in Hong Kong, the United
States is providing support for demonstrators to maintain Hong Kong's special autonomous status
under the principle of 'one country, two systems’. The United States also conducted a review of
US-Hong Kong Policy Act of 1992 governing bilateral relations between both. The intervention
by United States could not be separated from its interests in the welfare of the country and in
maintaining its hegemony in international world. The interests that underlie the intervention of the
United States in demonstration in Hong Kong, including economic, ideology, security, and the
interests of the world order are explained base on the theory of national interests.

Keywords : Extradition bill; democracy; one country, two systems, national interest.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekstradisi sebagai institusi yang sudah berumur sangat lama, sekarang telah semakin
jelas kehadirannya baik sebagai bagian dari hukum internasional secara umum atau sebagai
bagian hukum pidana umum yang khusus, terlebih lagi keberadaannya sebagai bagian dari
hukum nasional negara-negara. Perjanjian ekstradisi bertujuan untuk mengantisipasi,
menangkap serta mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha melarikan diri kenegara
lain agar menghindari jeratan hukum negara tempat ia (pelaku) melakukan tindak kejahatan.
Sebagaimana sudah termasuk dalam hukum internasional, ekstradisi terlihat dalam bentuk
perjanjian-perjanjian internasional bilateral dan multilateral-regional sedangkan dalam hukum
nasional ekstradisi tampak dalam peraturan perundang-undangan nasional negara-negara

tentang ekstradisi.

Dalam perkembangannya, belum semua kaidah hukum mengenai ekstradisi yang sudah
diakui menjadi hukum kebiasaan internasional, terutama kaidah-kaidah hukumnya yang masih
pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang berdasarkan pasal 13 ayat 1 butir a Piagam
PBB, tergolong pada kaidah-kaidah hukum internasional yang berkembang secara progresif
(progressive development of internasional law). Hal tersebut bisa saja karena kaidah-kaidah
hukum tentang ekstradisi yang sekarang ini masih belum atau bukan terlihat sebagai hukum
kebiasaan internasional, yang pada sewaktu-waktu diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan

internasional (Parthiana, 2009, p. 19)



Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, hukum, Kketatanegaraan,
kemasyarakatan dan kemanusiaan di sisi lain ikut memperkuat kedudukan negara maupun
individu sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara yang berperan
sebagai subjek hukum baik nasional dan internasional dengan kedaulatannya, memiliki
kekuasaan dan kewenangan untuk bertindak kedalam untuk mengatur segala yang terjadi di
wilayahnya serta bertindak ke luar, untuk mengadakan hubungan dengan sesama negara,
diantaranya membuat perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan individu sebagai subjek
hukum, baik nasional maupun internasional mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang harus dihormati oleh negara-
negara (Parthiana, 2009, p. 28). Salah satu dari hasil pemikiran yang sebelumnya, yang
mewarnai intitusi hukum ekstradisi ini adalah hak-hak asasi manusia (human rights). Hal ini
terjadi bersamaan dengan lahir dan berkembangnya paham-paham tentang hak asasi manusia
pada abad ke 17, 18, 19, 20 dan bahkan masih tetap berkembang hingga masa kini (Parthiana,

2009, p. 29).

Beranjak dari definisi singkat mengenai ekstradisi, konflik yang tengah memanas antara
Hong Kong dan China terkait hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk dibahas. Berawal
dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong akibat undang-undang keamanan
nasional yang dibuat oleh China hingga rancangan undang-undang ekstradisi yang menjadi

puncak demonstrasi setelah 20 tahun lebih Hong Kong kembali kepada China.

Kekuasaan Inggris terhadap Hong Kong yang telah berlangsung selama sekitar satu
setengah abad merupakan hasil dari kemenangan Inggris terhadap China yang memperebutkan

Hong Kong di Perang Opium Pertama selama tahun 1839-1842. Pada perang selanjutnya yaitu



Perang Opium Kedua tahun 1865-1860, Beijing dengan terpaksa harus menyerahkan Kowlon,
kawasan yang berada di seberang Hong Kong. Atas kekalahannya itulah, China terpaksa
menandatangani perjanjian diatas kapal perang Inggris. Perjanjian itu disebut perjanjian Treaty
of Nanjing dimana ada sebanyak 12 pasal yang intinya mengenai penyerahan Hong Kong
kepada Inggris. Bagi kolonial Inggris, menurut Miners dalam The Government and Politics of
Hongkong (1995), Hong Kong memang sudah selayaknya untuk dikuasai (Miftakhuddin, 2019,

hal. 104).

Namun, setelah banyaknya pencapaian yang diperoleh Hong Kong selama berada
dibawah kekuasaan Inggris, semua itu akhirnya harus rela diserahkan kepada China melalui
Joint Declaration. Keinginan China untuk memperoleh kembali hak kepemilikan terhadap
Hong Kong tidak terlepas dari rasa ketidakadilan yang dilakukan Inggris yang mengambil alih
wilayah-wilayah di Hong Kong dengan serangkaian perjanjian pada masa lalu (Raditya, 2019).
Usaha tersebut didukung pula dengan masuknya China sebagai salah satu anggota PBB pada
1917, sehingga China dengan optimis yakin untuk melakukan perjuangan diplomatik merebut

kembali Hong Kong dari kolonialisme Inggris.

Lebih dari 150 tahun Hong Kong berada dibawah kolonialisme Inggris dengan sistem
demokrasi-liberal sedangkan China dengan sosialis-komunisnya. Hal ini menjadi salah satu
alasan ditetapkannya Hong Kong menjadi negara semi-otonom dengan prinsip ‘satu negara, dua
sistem’ setelah London dan Beijing memulai perundingan mengenai prosedur dan syarat-syarat
pengembalian Hong Kong ke China (Raditya, 2019). Hak istimewa yang diperoleh Hong Kong
untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri sebagai wilayah semi-otonom tersebut hanya

berlaku hingga tahun 2047 atau 50 tahun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selama



masa kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris terhadap Hong Kong sejak tahun 1842 terdapat
hal yang unik, dimana Hong Kong merasa diuntungkan, tidak hanya itu, banyak juga masyarakat
Hong Kong yang menyayangkan pengembalian Hong Kong kepada China. Dari sejarah
kolonialisme yang terjadi di Hong Kong, Inggris memang berhasil mengembangkan Hong Kong
dengan sangat cepat dan juga sebuah pencapaian yang besar bahwa Hong Kong berhasil menjadi

salah satu pusat ekonomi dan perdagangan global.

Ketika kedaulatan Hong Kong kembali ke China setelah dikuasai Inggris dengan aturan
kolonial, China menjadikan Hong Kong sebagai daerah administrasi dengan prinsip ‘satu
negara, dua sistem’. Hal tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan China untuk
menjaga otonomi Hong Kong sesuai dengan deklarasi bersama Inggris. Sistem demokrasi Hong
Kong sendiri juga masih menggunakan demokrasi-liberal mengikuti Inggris. Metode pemilihan
perwakilan LegCo (Legislative Council of Hong Kong Special Administration Region) adalah
sub-topik perdebatan demokrasi antara Inggris dan RRC. Sejak 1991, ada enam puluh anggota
LegCo yang terpilih sebagai berikut: tiga anggota Dewan Eksekutif juga merupakan anggota ex-
officio dari LegCo; delapan belas anggota legislatif diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan
Sekretaris Negara; dan tiga puluh sembilan anggota LegCo yang dipilih, dua puluh satu anggota
terpilih dipilih oleh lima remaja yang disebut "konstituen fungsional,” mewakili berbagai
lingkungan kepentingan ekonomi; sembilan konstituen geografis memilih dua anggota masing-
masing untuk membuat sisa anggota terpilih (Gregory, 1993). Berdasarkan prinsip ‘satu negara,
dua sistem’, Hong Kong memiliki hak untuk memiliki sistem demokrasi sendiri termasuk dalam

hal pemilihan kepala eksekutif sebagai pemimpin wilayah tersebut.



Dalam dekade terakhir, skor kebebasan Hong Kong di Dunia, Studi tahunan
FreedomHouse tentang hak-hak politik global dan kebebasan sipil, menurun dari 68 menjadi 59
(100 terbaik, O terburuk), mencerminkan serangan terus-menerus terhadap kebebasan
berekspresi, berkumpul, dan supremasi hukum. Sebagian besar erosi demokrasi Hong Kong
adalah hasil dari perambahan yang semakin meningkat dari pemerintah China daratan, yang
berusaha untuk membatasi otonomi Hong Kong. Hong Kong, berada di sekitar 30 negara dan
wilayah dari 209 yang diperiksa oleh Freedom in the World untuk melihat penurunan drastis

sejak 2009 (Cook, 2019).

Salah satu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penurunan skor kebebasan Hong
Kong adalah perbedaan antar masyarakat maupun pemerintah Hong Kong sendiri. Perbedaan
tersebut timbul akibatt pro dan kontra mengenai beberapa kebijakan yang dinilai mengikis nilai-
nilai demokrasi Hong Kong. Salah satunya yakni kebijakan RUU ekstradisi yang dibahas oleh
pemerintah Hong Kong sejak maret 2019. RUU tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi
China untuk merasuki otonomi Hong Kong. Aksi protes yang berkepanjangan juga terjadi

menuntut penangguhan RUU tersebut.

Demo ini terus berlanjut apalagi terkait dengan campur tangan China pada pemilihan
eksekutif Hong Kong. Protes dari aktivis pro-demokrasi Hong Kong tentu saja menciptakan
perlawanan bagi aktivis pro-Beijing yang juga melakukan aksi pawai untuk mendukung
tindakan China. Ketegangan politik semakin meningkat ketika para pejabat China merilis buku
putih kebijakan yang menyatakan bahwa "otonomi tingkat tinggi Hong Kong hanya berasal dari
otorisasi oleh pimpinan pusat". Banyak yang membaca kebijakan tersebut menegaskan

dominasi Beijing atas urusan Hong Kong dan turun ke jalan sebagai protes.



Kekhawatiran terhadap hilangnya otonomi Hong Kong akibat RUU Ekstradisi, tidak
hanya menjadi dilema bagi para aktivis pro-demokrasi di Hong Kong, tapi juga bagi negara-
negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Hong Kong. Aksi-aksi demonstrasi yang
terjadi di Hong Kong juga menjadi perhatian yang penting bagi negara-negara yang melakukan
kerjasama bilateral dengan Hong Kong seperti negara-negara Eropa, Asia dan juga Amerika.
Apalagi Hong Kong merupakan pintu gerbang China untuk terhubung dengan negara-negara
lain. Amerika Serikat khususnya, merupakan negara yang menjadi mitra dagang Hong Kong
yang cukup besar dan juga salah satu negara yang memberikan hak istimewa dagang kepada
Hong Kong. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menjadi salah satu dari 20 negara kecuali
Taiwan dan China daratan yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Faktor-
faktor tersebut menjadi alasan Amerika Serikat untuk mencabut semua fasilitas dan hak-hak

istimewa dengan Hong Kong, termasuk juga perjanjian-perjanjian perdagangan.

China berkomitmen bahwa akan melindungi kebebasan dan otonomi Hong Kong di
bawah ‘satu negara, dua sistem’ selama lima puluh tahun setelah penyerahan Hong Kong oleh
Inggris Raya pada tahun 1997. China membuat komitmen ini dalam Deklarasi Bersama Sino-
British (sebuah dokumen yang diajukan oleh Inggris dan China ke PBB sebagai perjanjian), dan
yang asalkan “hak dan kebebasan” warga Hong Kong dijamin Amerika Serikat menyusun
konsep ‘satu negara, dua sistem’ ke dalam undang-undang A.S. pada tahun 1992 ketika Kongres
disahkan Undang-Undang Kebijakan Hong Kong/Hong Kong Progressive Alliance (HKPA).
HKPA menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus memberlakukan perlakuan istimrwa

terhadap Hong Kong di bawah berbagai undang-undang A.S (Harrell, 2020).



Ketegangan antara China dengan Amerika semakin memanas beberapa tahun
belakangan terutama pada bidang perdagangan. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh China terhadap wilayah semi-otonom Hong Kong yang
dikhawatirkan dapat memperkuat kedaulatan China di Hong Kong. Dominasi China di Hong
Kong bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat Hong Kong sendiri tapi juga bagi negara-
negara yang memiliki hubungan bilateral terkhusus Amerika Serikat. Diawali dengan protes
besar masyarakat Hong Kong pada RUU Keamanan Nasional pada 2003 dimana demo tersebut
melibatkan 500 ribu demonstran dan berhasil ditangguhkan serta disusul juga dengan

pengunduran diri kepala eksekutif Hong Kong.

Campur tangan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi di Hong Kong, dikarenakan
Amerika Serikat mengalami dampak yang cukup besar pada sektor perdagangan terlebih sejak
luasnya virus covid-19. Pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang menyatakan tergerusnya
otonomi Hong Kong akibat kebijakan yang dibuat China, tentu saja memberikan dampak yang
cukup besar terhadap negara tersebut. Terlebih lagi Hong Kong merupakan pintu gerbang China
untuk terhubung dengan negara-negara lain, dan China merupakan salah satu mitra dagang
strategis terbeesar untuk Amerika Serikat. Berdasarkan data yang tercatat dalam Kementrian
Luar Negeri AS, terdapat lebih dari 1.300 perusahaan AS yang beroperasi di Hong Kong, serta
ada 85.000 orang warga negara AS yang tinggal di kota itu. Namun, satu per satu perusahaan

tersebut mulai menarik diri untuk menghindari dampak terburuk dari konflik tersebut.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat tentu saja membuat China geram. Apalagi
dengan beberapa tindakan Amerika Serikat yang terlihat jelas mendukung aksi pro-demokrasi

tersebut sehingga China beranggapan bahwa Amerika Serikat melakukan provokasi kepada para



pendemo. Adapun tindakan intervensi Amerika Serikat tersebut seperti mempersulit akses
perdagangan Hong Kong ke Amerika Serikat, yakni pencabutan status khusus Hong Kong
dibawah undang-undang Amerika Serikat sebagai bentuk hukuman untuk China atas perlakuan-
perlakuan yang dianggap sebagai penindasan terhadap Hong Kong (Nur Aini, 2021). China
tentu saja mengecam tindakan yang dilakukkan Amerika Serikat apalagi dengan
ditandatanganinya undang-undang Hak Asasi Manusia oleh Trump yang dinilai akan menjadi
celah Amerika Serikat untuk lebih leluasa mengurusi aktivitas perekonomian di Hong Kong.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan China belum menemukan titik terang terlebih lagi
presiden Trump yang terus mengulur waktu untuk menandatangani perjanjian dagang dengan
China. Tindakan Amerika Serikat yang juga menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat
Hong Kong ikut menjadi perhatian. Dari beberapa sumber terlihat bahwa masyarakat pro-
demokrasi Hong Kong melakukan aksi untuk berterimakasih atas ancaman-ancaman yang
dilakukan Amerika Serikat terhadap China, disisi lain pemerintah pro-beijing Hong Kong ikut
melakukan kecaman terhadap tindakan provokatif Amerika Serikat. Hal ini menjadi menarik
untuk dibahas, serta meninjau lebih jauh tindakan serta tujuan Amerika Serikat melakukan

intervesi terhadap protes RUU ekstradisi Hong Kong.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian skripsi saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sriwijaya, berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, saya sebagai penulis dalam



penelitian ini merumuskan masalah mengenai “Apa yang Menjadi Kepentingan Amerika

Serikat terhadap RUU Ekstradisi yang Dibuat oleh China untuk Hong Kong?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Sedang berdasarkan permasalahan di atas,
penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang pro dan kontra Rancangan Undang-
Undang Ekstradisi yang diajukan oleh China untuk Hong Kong sebagai salah satu isu yang
sempat banyak diberitakan di berbagai media di seluruh negara karena melibatkan dua kekuatan
besar yang tengah bersaing pada bidang perdagangan, yaitu Amerika Serikat dan China.
Penelitian ini berkaitan dengan implementasi dan pengaruh PBB dalam menjaga ketertiban
dunia. Demo di tengah-tengah masyarakat Hong Kong juga menjadi tanda tanya besar tentang

tanggapan masyarakat Hong Kong terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan dimata kuliah hukum dan perdagangan Internasional. Selain itu penelitian ini bisa
bermanfaat untuk menambah bahan kepustakaan dalam studi llmu Hubungan Internasional
terkhusus untuk para mahasiswa hubungan internasional.

9



1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menyediakan informasi
yang berkaitan dengan penerapan Hukum dan Perdagangan Internasional, terkhusus mengenai
pemberian hak istimewa perdagangan kepada Hong Kong dan juga kaitannya terhadap RUU
Ekstrasi yang hendak disahkan oleh pemerintahan China. Tidak hanya bagi penulis, penelitian
ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca mengenai system one country, two

system yang diberikan kepada Hong Kong setelah diserahkan kembali ke tangan China.

10
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